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Ketika menyadari bahwa Anda ragu-ragu untuk menepati janji, segera tentukan 
pilihan dan katakan langsung. Jangan ditunda!  
Jika Anda ingin membatalkan, awali dengan kata “minta maaf” sebelum  
mengutarakan alasan membatalkan janji.  
(Penulis) 
 
Ungkapkan alasanmu membatalkan janji dengan jujur, usahakan agar teman janjianmu 
mengerti dan mau memahaminya. Jikapun terpaksa harus berbohong, berilah alasan 
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Mugiarsih. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah pada Putusan 
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mendahului proses 
peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari perikatan, perjanjian pengikatan jual 
beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Praktek 
perjanjian jual beli dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak 
atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah 
tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan perlindungan 
hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah, 2) mengkaji akibat 
hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah pada Putusan Nomor 
21/Pdt.G/2019/PN.Slw. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 
research) dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data yaitu berasal dari data 
sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. 
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa dasar hukum hakim dalam memutuskan 
pembatalan jual beli tanah pada perjanjian jual beli pada perkara nomor 
21/Pdt.G/2019/PN.Slw didasarkan pada Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, 
andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, karena SHM Nomor: 3588 
atas nama H. Said Bin Wata berada dalam penguasaaan Tergugat III dan tidak bersedia 
untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan hingga Hj. Rugayah telah meninggal 
dunia pada tahun 2018 Penggugat juga tidak mendapatkan sertifikat tersebut. Akibat 
pembatalan perjanjian jual beli antara penggugat dengan Hj. Rugayah (almarhum) pada 
perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, yaitu Para Tergugat sudah sepatutnya 
mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh 
dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUH 
Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, 
harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang 
dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Karena Hj. Rugayah telah 
meninggal pada tahun 2018 maka secara otomatis harta peninggalan Hj. Rugayah akan 
turun kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Rugayah yaitu Para 
Tergugat. 
 







Mugiarsih. Legal Consequences of Cancellation of Land Purchase Agreement on 
Decision Number 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law 
Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
A sale and purchase agreement is a legal act that precedes the process of 
transferring land rights. As a form of engagement, the binding agreement for the sale 
and purchase of land contains the rights and obligations of the parties that made it. The 
practice of buying and selling agreements is possible to be canceled unilaterally by one 
of the parties or by agreement of both parties. Even the binding agreement on the sale 
and purchase of land can also be canceled by a court decision. 
The purpose of this study is to: 1) describe the legal protection for the parties in 
the implementation of the land purchase agreement, 2) examine the legal consequences 
of the cancellation of the land purchase agreement in Decision Number 
21/Pdt.G/2019/PN.Slw. This research is a library research with a normative research 
approach. The data source is derived from secondary data with the method of collecting 
literature and document study data. Data analysis in this study was carried out in a 
normative qualitative manner. 
The results of the study concluded that the legal basis for the judge in deciding 
the cancellation of the sale and purchase of land in the sale and purchase agreement in 
case number 21/Pdt.G/2019/PN.Slw was based on Article 1266 of the Civil Code which 
states that the invalidation conditions are considered always included in a mutual 
agreement , if said one of the parties does not fulfill its obligations, because SHM 
Number: 3588 on behalf of H. Said Bin Wata is under Defendant III and is not willing 
to hand it over to the Plaintiff and until Hj. Rugayah died in 2018 The plaintiff did not 
get the certificate either. As a result of canceling the sale and purchase agreement 
between the plaintiff and Hj. Rugayah (deceased) in case number 21/Pdt.G 
/2019/PN.Slw, namely the Defendants should properly return the plaintiff's money in 
the amount of Rp. 162,500,000 (one hundred sixty two million five hundred thousand 
rupiah). This is in accordance with the provisions of Article 1100 of the Civil Code 
which states that "heirs who have agreed to receive an inheritance must participate in 
the payment of debts, testaments and other burdens, in proportion to what each 
inheritance receives." . Rugayah had died in 2018 then automatically the Hj. Rugayah 
will descend to his children as the legal heirs of Hj. Rugayah, the Defendants. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, 
bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap 
orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah 
meninggalpun masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah adalah 
merupakan kebutuhan vital manusia yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk 
hidup baik manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan.  
Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. 
Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap atau terbatas mengakibatkan perebutan 
terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa berkepanjangan, 
bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang 
dimilikinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Mochammad Tauhid bahwa Soal 
agrarian (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah 
adalah asal dan sumber makanan bagi manusia. Perebutan terhadap tanah berarti 
perebutan makanan, tiang hidup manusia. Untuk itu orang rela menumpahkan darah 
mengorbankan segala yang ada demi mempertahankan hidup selanjutnya.1 
Manusia adalah makhluk sosial, dimana mereka saling membutuhkan satu 
sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka sering kali timbul fenomena 
sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. 
                                                  
1 Tauhid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran 
Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 3. 
 2 
Dengan timbulnya konflik, maka hukum memegang peranan penting dalam 
menyelesaikan konflik tersebut.2 
Mengigat kondisi tersebut di atas, hukum keagrariaan di Indonesia secara 
umum telah mengatur terkait dengan pertanahan dalam Undang-Undang No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang 
merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 
yang menyatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”.3 
Manusia hidup dan tinggal diatas tanah dan memanfaatkan tanah untuk 
sumber kehidupan dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan 
makanan. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber 
daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak maka perlu diatur oleh 
pemerintah. Tanah merupakan modal dasar pembangunan, dalam kehidupan 
masyarakat pada umumnya menggantungkan kehidupannya pada manfaat tanah dan 
memiliki hubungan yang bersifat abadi dengan negara dan rakyat.  
Salah satu perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah di dalam 
masyarakat adalah jual beli tanah. Perikatan jual beli tanah antara para pihak dapat 
dilakukan melalui akta di bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu 
akta yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian jual beli ini didasarkan pada Pasal 
1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang menentukan sahnya 
                                                  
2 Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, 
Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 1. 
3 Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 
hlm. 112. 
 3 
suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya;, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, duatu hal tertentu, dan suatu 
sebab yang halal.  
Pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas, bebas untuk 
mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya 
maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau 
tidak tertulis. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa, semua 
persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya. Pasal 1338 KUH Perdata ini mengandung asas kebebasan 
berkontrak. Asas ini memperbolehkan setiap masyarakat untuk membuat perjanjian 
yang berisi apapun asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, 
dan undang-undang.4 Perjanjian jual beli tanah merupakan suatu bentuk perjanjian 
yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk 
perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian 
yang diatur dalam KUH Perdata. Perjanjian pengikatan jual beli tanah menjadi 
implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak secara bebas dapat 
menentukan kemauannya. 
Sebuah perjanjian untuk pelepasan hak atas tanah harus memenuhi kriteria 
terang dan tunai. Perjanjian jual beli bersifat bebas dimana berisi janji-janji dari para 
pihak. Mengalihkan hak kepada pihak lain sehingga peralihan hak tersebut 
mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan bukti 
tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum 
                                                  
4 Silondae, Arus Akbar & Ilyas, Wirawan B., Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: Salemba 
Empat, 2011, hlm. 22. 
 4 
yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu, sehingga dalam hal ini dibutuhkan 
seorang Pejabat yang berwenang untuk melakukan hak itu.5  
Pejabat yang dimaksud adalah Notaris yang mempunyai wewenang untuk 
membuat dan mengesahkan suatu akta otentik atas peralihan hak guna mendapatkan 
legalitas dan otentisitas atas peralihan hak tersebut, sehingga Perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PPJB) tersebut dibuat dalam bentuk akta. Namun masih dimungkinkan 
akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, jika akta tersebut 
mengandung cacat secara yuridis maupun materi. Hal ini menunjukkan bahwa akta 
merupakan alat bukti yang sempurna, tetapi masih dapat dibantah kebenarannya 
selama bisa dibuktikan sebaliknya. 
Teori pacta sun servanda mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat 
secara sah dan sesuai hukum yang berlaku sehingga diasumsi sebagai perjanjian 
yang dibuat dengan itikad baik, maka klausula-klausula dalam perjanjian seperti itu 
mengikat para pihak yang membuatnya, dimana kekuatan mengikatnya setara 
dengan kekuatan mengikatnya sebuah Undang-Undang, dan pula pelaksanaan 
perjanjian seperti itu tidak boleh dilakukan karena merugikan pihak lawan dalam 
perjanjian maupun merugikan pihak ketiga diluar para pihak dalam perjanjian 
tersebut.6 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam prakteknya dimungkinkan 
untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua 
belah pihak.Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut dapat pula dibatalkan 
                                                  
5 Adije, Habib, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 14. 
6 Fuady, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014, hlm. 210. 
 5 
oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat 
secara otentik tentu akan membawa konsekuensi hukum.  
Kasus perkara pada Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw merupakan 
salah satu kasus perjanjian jual beli yang dibatakan karena putusan pengadilan. 
Kasus ini bermula pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, antara Penggugat dan 
Hj. Rugayah (almarhumah) yang didampingi anaknya yang bernama Soleh Bin H. 
Said (Tergugat I) telah dilakukan Perjanjian Jual Beli 5 (lima) bidang tanah kavling 
seluas lebih kurang 800 m² (@ 160 m²) yang merupakan bagian dari SHM Nomor 
3588 atas nama H. Said Bin Wata yang terletak di RT 13 RW 03 Desa Harjosari 
Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang dituangkan dalam Surat 
Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani Penggugat dan Hj. Rugayah berikut dengan 
saksi saksi Soleh, Herman serta R. Erwin Prabowo. 
Penggugat telah melakukan pembayaran lunas pembelian 5 (lima) bidang 
tanah kavling tersebut sebesar Rp. 162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta 
lima ratus ribu rupiah ) kepada Hj. Rugayah. Bidang tanah kavling yang dijual Hj. 
Rugayah dan Tergugat I kepada Penggugat pada hakikatnya adalah masih atas nama 
H. Said Bin Wata sehingga bukan milik Hj. Rugayah namun berarti milik seluruh 
ahli waris dari H. Said bin Wata, sehingga Hj. Rugayah telah melakukan Perbuatan 
Melawan Hukum karena telah menjual harta yang merupakan harta warisan 
bersama. 
Tindakan Hj. Rugayah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 
semakin jelas karena ternyata setelah akan dilakukan pengambilan 5 (lima) bidang 
tanah kavling berikut pengurusan bukti kepemilikan tanah tersebut, Hj. Rugayah 
tidak bisa menyerahkan sertifikat dengan alasan bahwa Sertifikat berada dan 
 6 
dikuasai oleh Tergugat III dan sedang berproses di Pengadilan Agama dalam rangka 
gugatan sertipikat tanah tersebut dan tanah lainnya yang dalam penguasaan 
Tergugat III yaitu Latipah Bin H. Said. Penggugat menginginkan uang yang telah 
diterima oleh Hj. Rugayah dikembalikan, karena jual beli yang terjadi tidak bisa 
terwujud, karena Hj. Rugayah tidak berhak menjual tanah objek sengketa Tersebut. 
Serpikat hak milik atas tanah yang diterbitkan berdasarkan kepada akta jual 
beli, dibuat melalui tata cara dan prosedur yang sedemikian ketat, yang tujuannya 
agar sedapat mungkin kebenaran datadata atas tanah yang dituangkan didalamnya 
dapat dijamin kebenarannya.7 Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat 
berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam 
kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat 
suatu perjanjian mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun 
atas perintah pengadilan.  
Pelaksanaan pengikatan jual beli tanah menjadi menarik untuk dikaji lebih 
lanjut mengingat perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang 
mendahului proses peralihan hak atas tanah. Sebagai suatu bentuk dari perikatan, 
perjanjian pengikatan jual beli tanah mengandung hak dan kewajiban dari para 
pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta 
pengikatan jual beli dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya 
maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan 
hukum.  
                                                  
7 Dananjaya, Nyoman Satyayudha, Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat Hukumnya 
Terhadap Akta Jual Beli, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1. 2016 September 2016, hlm. 64. 
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Berdasarkan uraian di atas, praktek perjanjian jual beli dimungkinkan untuk 
dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah 
pihak. Bahkan perjanjian pengikatan jual beli tanah tersebut dapat pula dibatalkan 
oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat 
secara otentik tentu akan membawa konsekuensi yuridis tertentu, sehingga penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul ”Akibat Hukum 
Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Pada Putusan Nomor 
21/Pdt.G/2019/PN.Slw.” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah-masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian 
jual beli tanah?  
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah pada Putusan 
Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw?  
C. Tujuan Penelitian  
Sebuah penelitian sudah pasti mempunyai tujuan. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitiaan ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam 
pelaksanaan perjanjian jual beli tanah. 
2. Untuk mengkaji akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah pada 
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw. 
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D. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkarya pengetahuan, 
terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tanah serta 
dapat dijadikan referensi atau pembanding penelitian sejenis. 
2. Manfaat Praktis. Menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi 
Pengadilan Negeri Slawi pada masa yang akan datang dalam menyelesaikan 
masalah pembatalan perjanjian jual beli. Penelitian ini juga memberi 
pemahaman kepada masyarakat agar teliti dan berhati-hati sebelum 
melakukan perjanjian jual beli agar tidak terjadi sengketa.  
E. Tinjauan Pustaka  
Bambang Eko Muljono (2013) Perlindungan Hukum bagi Pihak Penjual 
terhadap Pihak Pembeli Wanprestasi dalam Ikatan Jual Beli Tanah, Jurnal 
Independent, Vol. 4, No. 2, 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder, dan bahan hokum tersier.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian Pengikat Jual Beli adalah 
akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Teori kontrak yang modern cenderung 
untuk menghapuskan syarat-syarat formal bagi kepastian hukum (Jack Beatson dan 
Daniel Friedman) sehingga perlu adanya pengaturan hukum yang tegas dalam 
 9 
menangani hal ini. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penjual ketika 
pihak pembeli wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli tanah belum diatur 
didalam undang-undang, sehingga seringkali terjadi wanprestasi, dengan adanya 
wanprestasi tersebut maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Dan apabila akta jual 
beli tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka 
atas BPHTB yang telah dibayar tersebut tidak dapat diminta kembali sesuai dengan 
ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BHTB).  
Nyoman Satyayudha Dananjaya (2016) Pembatalan Sertipikat Hak Milik 
Dan Akibat Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli, Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol. 
1, No. 1, 2016. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang akan 
dilakukan dengan menggali dan menemukan ketentuan-ketentuan menyangkut 
pembatalan-pembatalan yang dapat ditemukan dalam hukum perdata khususnya 
perikatan dan perjanjian. Penelitian ini bersifat eksploratoris yuridis yang 
mengekplorasi bahan bahan hukum primair, yurisprudensi, putusan hakim, dan 
pertimbangan hukum dari putusan hakim serta melakukan pengkajian terhadap hal 
tersebut.  
Pembatalan sertipikat oleh PTUN dibenarkan asalkan pembatalan itu 
didasarkan kepada pembuktian yang kuat menyangkut kecacatan dasar hukum 
dalam penerbitan sertipikat baik cacat dari sisi prosedur penerbitan sertipikat 
maupun cacat dari sisi pelanggaran terhadap hukum materiil yang mengancam 
batalnya akta yang menjadi dasar terbitnya sertipikat itu. Akta yang menjadi dasar 
diterbitkannya sertipikat kecacatannya dipertimbangkan dalam pertimbangan 
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putusaan PTUN sebagai dasar pembatalan sertipikat, dan karenanya apabila 
sertipikat dibatalkan maka akta yang menjadi dasar penerbitan sertipikat mutatis-
mutandis tidak mempunyai kekuatan hukum. 
Retno Puspo Dewi (2017) Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor: 200/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Sel), 
Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2, Juli - Desember 2017. Penelitian ini merupakan 
jenis penelitian doktrinal atau dikenal juga sebagai penelitian hukum normatif. 
Pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa harga 
tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, tergugat tidak beriktikad baik untuk 
melunasi dengan tidak segera menandatangani akta jual beli tanah, tindakan 
wanprestasi oleh tergugat, ditandai adanya Penilaian Majelis Hakim Akta Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 12 September 2011 telah memenuhi syarat 
sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Keputusan hakim yang 
menyatakan tergugat harus membayar gantirugi materiil kurang memenuhi nilai 
keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli yang akan melunasi lewat 
bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati tanah tersebut baik menguasai 
secara fisik maupun menggunakannya. 
Felly Yanti Sheili Lumempouw (2017) Kedudukan Hukum Pihak Pembeli 
terhadap Pihak Penjual yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam 
Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex 
Crimen, Vol. 6, No. 4, 2017. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual 
beli tanah dan bagaimana kedudukan hukum pihak pembeli yang beritikad baik 
terhadap pihak penjual yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam 
perjanjian jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif. 
Hasil penelitian disimpulkan: 1. Akibat hukum atas peralihan (jual-beli) hak 
atas tanah bagi pihak pembeli adalah batal demi hukum. Perjanjian jual beli yang 
dibuat mengandung unsur-unsur kekhilafan dan penipuan. Kekhilafan dan penipuan 
yang terjadi dalam kasus jual beli tanah menyebabkan perjanjian jual beli batal demi 
hukum. Pembatalan perjanjian bertujuan, membawah kedua belah pihak kembali 
pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pihak penjual sudah menerima uang 
dari pihak pembeli, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya perjanjian, itu 
ditiadakan. 2. Perjanjian jual beli tanah antara penjual dan pembeli merupakan 
perjanjian timbal balik sempurna, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari 
pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual. Dalam 
peristiwa jual beli ada ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban untuk 
mematuhi perjanjian diantara mereka. Dimana perjanjian tersebut berlaku 
selayaknya Undang-undang bagi kedua belah pihak. Pihak penjual berhak 
memperoleh pembayaran atas kebendaan dan pihak pembeli berhak untuk 
memperoleh kebendaan yang diterima dari penjual. 
 
 
F. Metode Penelitian  
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1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan 
library research atau kepustakaan. Bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder 
dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau 
informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada 
nomor perkara 21/Pdt.G/2019/PN.Slw dan juga didukung dengan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dan mendukung judul tersebut. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
pendekatan normatif, Menurut Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, penelitian 
normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan 
pustaka atau data-data sekunder.8 Terkait dengan penelitian ini penulis akan 
mengkaji hal-hal yang menyangkut hukum baik formal maupun non formal untuk 
menganalisis tentang pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memberi 
dispensasi nikah di bawah umur pada penetapan perkara nomor 125/Pdt.P/2019/ 
PA.Bbs.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian doktrinal atau dikenal juga sebagai 
penelitian hukum normatif. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak 
terdapat keseragaman diantara para ahli hukum. Diantara pendapat beberapa ahli 
hukum, yakni Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, menyebutkan dengan istilah 
metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. 
3. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian 
                                                  
8 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 
2013, hlm. 23. 
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber yang 
menunjang sumber utama berupa buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan media 
cetak yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya data penelitian ini 
dikelompokan menjadi bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta 
yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide), dan bahan hukum sekunder 
yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.9 
Adapun bahan hukum primer diantaranya adalah Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah 
penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah kitab dan buku-buku serta 
catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah jual beli. 
4. Metpde Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan 
data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content 
analysis.10 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen di Pengadilan 
Negeri Slawi berupa putusan terkait masalah penelitian dan melakukan studi bahan 
pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang 
penelitian. 
5. Analisis Bahan Penelitian 
                                                  
9 Ibid., hlm. 29. 
10 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 21.  
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Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, yaitu 
dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan 
norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok 
permasalahan. Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data 
dengan cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan 
dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.11  
G. Sistematika Penulisan Skripsi  
Sistematika penulisan skripsi berguna untuk mempermudah pembahasan 
maka penulis menguraikan secara sistematis sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
Bab II Tinjauan Konseptual, bagian ini memuat teori-teori terkait dengan 
permasalahan penelitian mengenai tinjauan umum perjanjian, tinjauan umum 
tentang jual beli, dan tinjauan umum tentang tanah.  
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan menyajikan hasil 
penelitian sekaligus pembahasanya sesuai dengan masalah yang diajukan, yaitu 
dasar hukum pembatalan jual beli tanah dan akibat hukum pembatalan perjanjian 
jual beli tanah. 
                                                  
11 Ibid., hlm. 255. 
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Bab IV Penutup, berisi simpulan dan saran. Bagian memuat simpulan dari 
hasil penelitian dan saran-saran dari penulis terkait dengan perjanjian jual beli tanah 






A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian  
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perjanjian adalah persetujuan 
tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing 
bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.12 Sedangkan 
menurut Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang 
dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat 
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Istilah perjanjian 
merupakan terjemahan dari kata overeenkomst (Belanda) artinya persetujuan/ 
perjanjian.13  
Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata didefinisikan “suatu 
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih.”14 Suatu perjanjian adalah suatu recht 
handeling artinya suatu perbuatan yang oleh orang-orang bersangkutan ditujukan 
agar timbul akibat hukum. Suatu perjanjian adalah hubungan timbal balik atau 
bilateral, maksudnya suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian juga 
menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan konsekuensi dari hak-hak yang 
diperolehnya. 
                                                  
12  Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005, hlm. 458. 
13  Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya 
Paramita, 2003, hlm. 338. 
14  Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007, hlm. 363. 
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Definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut terebut 
menurut para sarjana hukum perdata pada umumnya tidak lengkap dan terlalu luas. 
Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu 
luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di 
dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat 
istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III 
KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan 
melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur 
persetujuan.15 
Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata jika diperhatikan 
dengan seksama, ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan 
seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.16 Perjanjian adalah hubungan 
hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta 
kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga 
subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai 
dengan yang telah disepakatinya.17 
Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian 
melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak 
dalam perjanjian.18 Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, 
                                                  
15  Darus, Mariam, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, Bandung: 
Alumi, 2005, hlm. 89. 
16  Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014, hlm. 92. 
17  Salim, HS, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. hlm. 27. 
18  Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2014, hlm. 91. 
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memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan 
prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.19 
Dari pendapat para ahli di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah 
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, 
perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu 
berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam 
bentuk tertulis maupun lisan.  
2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian  
Perjanjian mengandung kata sepakat yang diadakan antara dua orang atau 
lebih untuk melakukan sesuatu hal tertentu. Perjanjian merupakan suatu ketentuan 
antara mereka untuk melaksanakan prestasi. Kaitannya sebagai hukum yang 
berfungsi melengkapi saja, ketentuan-ketentuan perjanjian yang terdapat di dalam 
KUH Perdata akan dikesampingkan apabila dalam suatu perjanjian para pihak telah 
membuat pengaturannya sendiri. 
Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan 
tetapi, hal tersebut dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa untuk 
sahnya suatu perjanjian, maka diperlukan empat syarat, yaitu: 
a.  Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 
b.  Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 
c.  Suatu hal tertentu; 
d.  Sesuatu sebab yang halal. 
                                                  
19  Ibid., hlm. 91. 
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Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhi semua ketentuan 
yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas. Pernyataan sepakat mereka 
yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian digolongkan 
ke dalam syarat subjektif atau syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian, 
sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal digolongkan ke dalam 
syarat objektif atau benda yang dijadikan objek perjanjian. Hal-hal tersebut 
merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.  
Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para pihak 
dalam suatu perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif 
karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan. 
a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri 
Sepakat maksudnya adalah bahwa dua belah pihak yang mengadakan 
perjanjian, dengan kata lain mereka saling menghendaki sesuatu secara timbal 
balik. Adanya kemauan atas kesesuaian kehendak oleh kedua belah pihak yang 
membuat perjanjian, jadi tidak boleh hanya karena kemauan satu pihak saja, 
ataupun terjadinya kesepakatan oleh karena tekanan salah satu pihak yang 
mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.  
Kesepakatan itu artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun, 
betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Berpedoman kepada ketentuan 
Pasal 1321 KUH Perdata bahwa tiada sepakat yang sah karena: 
1) Kekhilafan atau kekeliruan (dwaling), 
2) Pemerasan/paksaan (dwang),  
3) Penipuan (bedrog). 
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Unsur kekhilafan/kekeliruan dibagi dalam dua bagian, yakni kekhilafan 
mengenai orangnya dinamakan error in persona. Dan kekhilafan barangnya 
dinamakan error in substansia. Mengenai kekhilafan/kekeliruan yang dapat 
dibatalkan, harus mengenai intisari pokok perjanjian. Jadi harus mengenai objek 
atau prestasi yang dikehendaki. Sedangkan kekhilafan/kekeliruan mengenai 
orangnya tidak menyebabkan perjanjian dapat batal (Pasal 1322 KUH Perdata).  
Paksaan (dwang) terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya 
karena ia takut pada suatu ancaman. Dalam hal ini paksaan tersebut harus benar-
benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan, misalnya ia 
akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu 
perjanjian (Pasal 1324 KUH Perdata). 
Mengenai pengertian penipuan (bedrog) ini terjadi apabila 
menggunakan perbuatan secara muslihat sehingga pada pihak lain menimbulkan 
suatu gambaran yang tidak jelas dan benar mengenai suatu hal. Untuk 
mengatakan terjadi suatu penipuan, maka harus ada kompleks dari muslihat-
muslihat itu. Penipuan terjadi apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan 
keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kelicikan, sehingga 
pihak lain terbujuk karenanya untuk memberi perizinan. 
Suatu penipuan adalah apabila ada keterangan-keterangan yang tidak 
benar (palsu) disertai dengan kelicikan-kelicikan atau tipu muslihat dan harus 
ada rangkaian kebohongan-kebohongan yang mengakibatkan orang menjadi 
percaya, dalam hal ini pihak tersebut bertindak secara aktif untuk 
menjerumuskan seseorang. Misalnya, perbuatan memperjualbelikan sebuah 
rumah yang bukan merupakan hak miliknya dengan memalsukan surat-suratnya.  
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b. Kecakapan para pihak pembuat perjanjian 
Subjek untuk melakukan perjanjian harus cakap (bekwaam) merupakan 
syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah 
dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-
undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.  
Subjek hukum terbagi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Menurut 
Pasal 1329 KUH Perdata “ setiap orang adalah cakap untuk mebuat perikatan, 
jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Jadi menurut ketentuan 
pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri 
dalam suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk 
melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.  
Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang 
yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang 
dibuatnya harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala 
tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu. Apabila dilihat dari 
sudut ketertiban umum, maka oleh karena orang yang membuat perjanjian itu 
berarti mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang itu 
sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya. Tegasnya 
syarat kecakapan untuk membuat perjanjian mengandung kesadaran untuk 
melindungi baik bagi dirinya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan 
keluarganya.  
 
c. Suatu hal tertentu  
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Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata “barang yang menjadi objek 
suatu perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan jenisnya, 
sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat 
dihitung atau ditentukan”. Sebelumnya dalam Pasal 1332 KUH Perdata 
dikatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat 
menjadi pokok persetujuan.  
Dengan demikian barang-barang di luar perdagangan tidak dapat 
menjadi objek perjanjian, misalnya, barang-barang yang dipergunakan untuk 
keperluan orang banyak, seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung 
umum dan udara. Perjanjian yang objeknya tidak tertentu atau jenisnya tidak 
tertentu maka dengan sendirinya perjanjian itu tidak sah. Objek atau jenis objek 
merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.  
d. Suatu sebab yang halal 
Pengertian sebab pada syarat keeempat untuk sahnya perjanjian tiada 
lain daripada isi perjanjian. Jadi dalam hal ini harus dihilangkan salah sangka 
bahwa maksud sebab itu di sini adalah suatu sebab yang menyebabkan 
seseorang membuat perjanjian tersebut. Bukan hal ini yang dimaksud oleh 
undang-undang dengan sebab yang halal.  
Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau 
dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada asasnya tidak dihiraukan 
oleh undang-undang. Undang-undang hanya menghiraukan tindakan orang-
orang dalam masyarakat. Jadi dimaksud dengan sebab atau causa dari sesuatu 
perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang dimaksud dengan halal atau 
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yang diperkenankan oleh undang-undang menurut Pasal 1337 KUH Perdata 
adalah persetujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 
umum, dan kesusilaan. Akibat hukum terhadap perjanjian bercausa tidak halal, 
perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Jadi 
tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim.  
Syarat sahnya suatu perjanjian dibedakan antara syarat objektif dan 
syarat subjektif. Syarat objektif, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian 
itu batal demi hukum, yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan 
perjanjian. Dengan kata lain bahwa tujuan yang mengadakan perikatan semula 
adalah gagal, maka dari itu tidak ada suatu alasan bagi pihak untuk menuntut di 
muka hakim. Syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi, perjanjian bukan 
batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta 
perjanjian itu dibatalkan, yang berhak meminta pembatalan adalah yang merasa 
dirinya tertipu oleh suatu hal.  
Dari keempat syarat sahnya perjanjian di atas tidak ada diberikan suatu 
formalitas yang tertentu di samping kata sepakat para pihak mengenai hal-hal 
pokok perjanjian. Tetapi ada pengecualiannya terhadap undang-undang yang 
dibutuhkan bahwa formalitas tersebut untuk beberapa perjanjian baru dapat 
berlaku dengan suatu formalitas tertentu yang dinamakan perjanjian formal.  
3. Subjek Hukum Perjanjian  
Setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat 
mengikat para pihak yang membuatnya dalam mengadakan suatu perjanjian. Jika 
subjek hukumnya adalah “orang” orang tersebut harus cakap hukum. Syarat-syarat 
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orang yang cakap hukum oleh Abdulkadir Muhammad dalam hukum perdata 
Indonesia adalah: 
a. Seseorang yang sudah dewasa, pengetian dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun 
dalam Hukum perdata. 
b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah. 
c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. 
d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.20 
Namun, jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu 
badan hukum.21 Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan 
hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah suatu badan yang di 
samping menusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang 
mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum 
terhadap orang lain atau badan lain. Syarat formil yang harus dipenuhi sehubungan 
dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum, yaitu: 
a. Harus ada akta pendirian dari Notaris. 
b. Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian 
Hukum dan HAM. 
c. Untuk mendapat status tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan 
kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua Pengadilan Negeri 
domisili perusahaan.22 
                                                  
20  Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, 
hlm. 27. 
21  Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 3. 
22  http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum. (10 
Oktober 2019). 
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Menurut Meyers sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, 
menjelaskan bahwa syarat material badan hukum adalah: 
a. Ada harta kekayaan, bukan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri atau 
pengurusnya. 
b. Ada tujuan tertentu,  
c. Ada kepentingan sendiri 
d. Ada organisasi yang teratur 
Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama 
dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat 
menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan 
pribadi, badan hukum dengan badan hukum.  
B. Tinjauan Umum tentang Jual Beli  
1. Pengertian Jual Beli 
Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-
undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara 
khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam 
KUH Perdata maupun KUH Dagang. Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah 
suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam 
perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada 
pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar 
harga dan berhak menerima objek tersebut.23 
                                                  
23 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
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Pengertian perjanjian jual beli dapat dilihat dengan cara memisahkan kata 
dari perjanjian jual beli menjadi perjanjian dan jual beli. Pengikatan Jual Beli 
pengertiannya menurut R. Subekti adalah perjanjian antar pihak penjual dan pihak 
pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya unsur-unsur yang 
harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat belum ada karena 
masih dalam proses, belum terjadi pelunasan harga. Sedangkan menurut Herlien 
Budiono, perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi 
sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.24 
Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUH Perdata. Menurut 
pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau 
kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan 
dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah 
dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan 
dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Menurut 
Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual 
memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli 
sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.25 
Perjanjian jual beli termasuk dalam jenis perjanjian timbal balik, dan 
perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban 
pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.26 Berdasarkan hal 
tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik 
                                                  
24 Budiono, Herlien, Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak. Artikel Majalah Renvoi, Edisi 
Tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004, hal. 57. 
25  Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2010, hal. 243. 
26 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2003, hal. 90. 
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yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yang 
diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan 
sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli. 
Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana 
antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang 
menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah 
pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual 
beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual  
beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka 
mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum 
diserahkan maupun harganya belum dibayar”. 
Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain 
yang disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak 
terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah 
menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak 
mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam 
perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam 
perundang-undangan (BW) atau biasa disebut unsur naturalia.27 
Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun 
belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses 
penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu: 
                                                  
27 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 127. 
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a. Benda Bergerak, penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan 
nyata dan kunci atas benda tersebut. 
b. Piutang atas nama dan benda tak bertubuh, penyerahan akan piutang atas nama 
dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta 
di bawah tangan. 
c. Benda tidak bergerak, untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan 
dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan, di Kantor Penyimpan 
Hipotek.28 
Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak 
penjual dan pembeli, apabila mereka sudah menyetujui dan bersepakat tentang 
keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan 
dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain dari persesuaian kehendak 
antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Harga dan baranglah 
menjadi essensial perjanjian jual beli. Tanpa ada barang yang hendak di jual, tidak 
mungkin terjadi jual beli. Sebaliknya jika barang objek jual beli tidak di bayar 
dengan sesuatu harga, maka jual beli tersebut dianggap tidak ada. 
2. Asas-Asas dan Syarat Perjanjian Jual Beli 
Asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian umumnya terdapat dalam 
perjanjian jual beli. Ada beberapa asas dalam hukum perjanjian, namun secara 
umum asas perjanjian ada lima29, yaitu:  
                                                  
28 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2003, hal. 49. 
29 Ibid, hal. 9. 
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a. Asas Kebebasan Berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang 
memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:  
1) Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun, 
3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan 
4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.30  
Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting di dalam 
perjanjian karena di dalam asas ini tampak adanya ungkapan hak asasi manusia 
dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan 
hukum perjanjian. 
b. Asas Konsensualisme. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa 
salah satu syarat adanya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak.31 Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa suatu 
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup 
dengan kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan 
persesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak. 
c. Asas mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia 
terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung 
                                                  
30 Ibid, hal. 10. 
31 Ibid, hal. 9. 
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janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak 
sebagaimana mengikatnya undang-undang. 
d. Asas iktikad baik (Goede Trouw). Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata). Iktikad baik ada dua yaitu:  
1) Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.  
2) Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.32  
e. Asas Kepribadian. Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan 
perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 
1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga.33 
Menurut Mariam Darus ada 10 asas perjanjian, yaitu: 1) Kebebasan 
mengadakan perjanjian, 2) Konsensualisme, 3) Kepercayaan, 4) Kekuatan 
Mengikat, 5) Persamaan Hukum, 6) Keseimbangan, 7) Kepastian Hukum, 8) Moral, 
9) Kepatutan, dan 10) Kebiasaan.34 Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual 
beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya 
perjanjian adalah: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.  
Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu 
kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan 
kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. 
                                                  
32 Rahardjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hal. 45. 
33 Salim H.S., Op Cit, hal. 9-10. 
34 Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III, Bandung: Alumni, 2006, hal. 108-120 
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Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu 
pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh 
karena kedua belah pihak sama-sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari 
suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki 
sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian 
kehendak, yaitu dengan: 
1) Bahasa yang sempurna dan tertulis. 
2) Bahasa yang sempurna secara lisan. 
3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena 
dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa 
yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. 
4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.  
5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.35  
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya 
kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang 
melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik 
maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat 
oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. 
Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat 
yang berwenang. 
                                                  
35 Salim H.S., Op Cit, hal. 33. 
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Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kata 
sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas/tidak sempurna apabila 
didasarkan: 
 
1) Kekhilafan (dwaling) 
2) Paksaan (geveld) 
3) Penipuan (bedrog) 
Adanya kesepakatan tersebut, maka perjanjian telah ada dan mengikat 
bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan. 
b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum 
adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan Pasal 330 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1330 disebutkan bahwa orang 
yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 
2) Orang yang dibawah pengampuan 
3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui 
Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, 
orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka 
berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. 
c. Suatu hal tertentu 
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Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian 
harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun 
jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa 
disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas: 
1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang. 
2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun 
rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.  
3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu 
bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.36  
Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai 
berikut:  
1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya 
dapat ditentukan jenisnya.  
2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu 
kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan. 
3) Prestasi harus diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 
4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.37 
d. Suatu sebab yang halal 
Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan pengertian sebab yang halal. 
Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut 
                                                  
36 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hal. 69. 
37 Komariah,  Hukum  Perdata, Malang: UPT Penerbitan  Universitas Muhamadiyah, 2008, hal. 
148. 
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tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 
ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena 
berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan 
syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian.  
Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka 
perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta 
pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan 
ijinnya secara tidak bebas. Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak 
terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya 
perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak 
tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari. 
3. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek dari 
perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia dan 
badan hukum. Oleh sebab itu, pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat 
menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan 
syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Namun secara 
yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian 
jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini:  
a. Jual beli suami istri. Pertimbangan hukum tidak diperkenankannya jual beli 
antara suami istri adalah karena sejak terjadinya perkawinan, maka sejak saat 
itulah terjadi pencampuran harta, yang disebut harta bersama kecuali ada 
perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya yaitu:  
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1) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada isteri atau 
suaminya, dari siapa ia oleh Pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi 
apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum. 
2) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya, juga dari 
siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya 
mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang 
menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan. 
3) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi 
sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta 
perkawinan. 
b. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris. 
Para Pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada 
benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka 
jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk penggantian biaya, rugi 
dan bunga. 
c. Pegawai yang memangku jabatan umum, yang dimaksud dalam hal ini adalah 
membeli untuk kepentingan sendiri terhadap barang yang dilelang.38  
Objek jual Beli yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, 
dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan 
adalah:  
a. Benda atau barang orang lain 
                                                  
38 Salim H.S., Op Cit, hal. 50. 
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b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang seperti obat terlarang 
c. Bertentangan dengan ketertiban, dan 
d. Kesusilaan yang baik.39 
Pasal 1457 KUH Perdata memakai istilah zaak untuk menentukan apa yang 
dapat menjadi objek jual beli. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, zaak adalah barang 
atau hak yang dapat dimiliki. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli 
tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang 
bukan hak milik. 
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dari Penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak 
pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Sedangkan 
Kewajiban Penjual adalah sebagai berikut: 
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal tiga jenis benda yaitu 
benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka 
penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-
masing barang tersebut yaitu:  
1) Penyerahan Benda Bergerak. Mengenai Penyerahan benda bergerak terdapat 
dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan Penyerahan kebendaan 
bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang 
nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan 
penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. 
                                                  
39 Ibid, hal. 51. 
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2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak. Mengenai Penyerahan benda tidak 
bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUH Perdata yang menyebutkan 
bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 
Untuk tanah dilakukan dengan Akta PPAT sedangkan yang lain dilakukan 
dengan akta notaris. 
3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh. Diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata 
yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan 
akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada 
dibitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang 
karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-
tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai 
dengan endosemen.40 
b. Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung 
terhadap cacat-cacat tersembunyi. 
Pasal 30 sampai dengan Pasal 52 United Nations Convention on 
Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang kewajiban pokok 
dari penjual yaitu sebagai berikut:  
1) Menyerahkan barang 
2) Menyerahterimakan dokumen 
3) Memindahkan Hak Milik.41 
Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik 
secara nyata maupun secara yuridis. Di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-
                                                  
40 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 128. 
41 Salim H.S., Op Cit, hal. 56. 
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Bangsa tentang Penjualan barang-barang Internasional (United Nations 
Convention on Contract for the International Sale of Goods) telah diatur tentang 
kewajiban antara penjual dan pembeli. Pasal 53 sampai 60 United Nations 
Convention on Contract for the International Sale of Goods mengatur tentang 
kewajiban pembeli. Ada tiga kewajiban pokok pembeli yaitu: 
1) Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh Penjual 
2) Membayar harga barang sesuai dengan kontrak 
3) Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.42  
Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan 
mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin 
dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan 
pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua 
belah pihak. Kewajiban Pihak Pembeli adalah: 
1) Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji yang telah 
dibuat 
2) Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, 
biaya akta dan sebagainya kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya. 
Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Kewajiban dari pihak pembeli 
adalah merupakan Hak bagi pihak Penjual dan sebaliknya Kewajiban dari Pihak 
Penjual adalah merupakan hak bagi pihak Pembeli. 
5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli 
                                                  
42 Ibid, hal. 56. 
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Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat 
dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi 
perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu 
bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak 
sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat 
pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. 
Misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris. 
Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu: 
a. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk 
mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan. 
b. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan 
dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. 
Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai 
umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Mengenai Akta 
Autentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 
Berdasarkan inisiatif pembuatnya akta autentik dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Akta Pejabat (acte amtelijke). Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat 
yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa 
yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari 
orang yang namanya diterangkan di dalam akta itu. Contohnya Akta Kelahiran. 
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b. Akta Para Pihak (acte partij). Akta Para Pihak adalah akta yang inisiatif 
pembuatannyadari para pihak di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya 
akta sewa menyewa.43 
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat untuk tujuan pembuktian 
namun tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Akta di bawah tangan 
mempunyai kekuatan pembuktian berdasarkan pengakuan dari para pihak yang 
membuatnya. Hal ini bermakna kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat 
dipersamakan dengan akta autentik sepanjang para pembuat akta dibawah tangan 
mengakui dan membenarkan apa yang telah ditandatanganinya. Akta di bawah 
tangan merupakan akta perjanjian yang memiliki kekuatan hukum pembuktian 
apabila diakui oleh pihak-pihak yang menandatanganinya sehingga agar akta 
perjanjian tersebut tidak mudah dibantah, diperlukan pelegalisasian oleh notaris, 
agar memiliki kekuatan hukum pembuktian yang kuat seperti akta autentik. 
Perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah 
karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu 
dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik 
selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya.44 Maksudnya adalah bahwa jika 
suatu akta di bawah tangan disangkal oleh pihak lain, pemegang akta di bawah 
tangan harus dapat membuktikan keaslian dari akta di bawah tangan tersebut, 
Sedangkan apabila akta otentik disangkal oleh pihak lain, pemegang akta otentik 
tidak perlu membuktikan keaslian akta tersebut tetapi pihak yang menyangkali yang 
                                                  
43 Rahardjo, Handri, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2003, hal. 10. 
44 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal. 15 
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harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, 
pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian sedangkan 
pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.  
 
6. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli 
Di dalam hukum dikenal suatu ajaran yang dinamakan dengan Resicoleer. 
Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian, 
jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda 
yang menjadi objek perjanjian.45 Risiko dalam Perjanjian jual beli tergantung pada 
jenis barang yang diperjualbelikan46, yaitu apakah:  
a. Barang telah ditentukan  
Mengenai risiko dalam jual beli terhadap barang tertentu diatur dalam 
Pasal 1460 KUH Perdata. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian 
dari barang tertentu tersebut. Yang dimaksudkan dengan barang tertentu adalah 
barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. 
Mengenai barang seperti itu Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan bahwa risiko 
terhadap barang tersebut ditanggung oleh si pembeli meskipun barangnya belum 
diserahkan. 
Dapat dilihat bahwa ketentuan tersebut adalah tidak adil dimana pembeli 
belumlah resmi sebagai pemilik dari barang tersebut akan tetapi ia sudah 
dibebankan untuk menanggung risiko terhadap barang tersebut. Si pembeli 
                                                  
45 Salim H.S., Op Cit, hal 103. 
46 Miru, Ahmadi, Op Cit, hal 103. 
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dapat resmi sebagai pemilik apabila telah dilakukan penyerahan terhadap si 
pembeli. Oleh sebab itu, dia harus menanggung segala risiko yang dapat terjadi 
karena barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Ketentuan pasal 1460 ini 
dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah 
Agung No 3 tahun 1963. Menurut Prof. R. Subekti, Surat edaran Mahkamah 
Agung tersebut merupakan suatu anjuran kepada semua hakim dan pengadilan 
untuk membuat yurisprudensi yang menyatakan pasal 1460 tersebut sebagai 
pasal yang mati dan karena itu tidak boleh dipakai lagi. 
b. Barang tumpukan. Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan 
sudah dari semula dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya, 
sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada 
pembeli. Oleh sebab itu dalam hal ini, risiko diletakkan kepada si pembeli 
karena barang-barang tersebut telah terpisah 
c. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah. Barang yang 
masih harus ditimbang terlebih dahulu, dihitung atau diukur sebelumnya dikirim 
(diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-
barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan 
atau pengukuran. Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau 
pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah 
merupakan tanggung jawab dari si pembeli. Sebaliknya apabila barang tersebut 
belum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran maka segala 
risiko yang ada pada barang tersebut merupakan tanggungjawab dari pihak 
penjual. Hal ini diatur dalam Pasal 1461 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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C. Tinjauan Umum tentang Tanah 
1. Pengertian Tanah dan Hak Atas Tanah 
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai lapisan 
bumi paling atas, negeri, daerah, pulau, benua dan daratan. Hak atas tanah 
merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk 
mempergunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah menjadi haknya. 
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA.47  
Konsepsi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 4 
adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air 
dan ruang yang ada diatasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah 
ada sesuatu hak yang ada diatasnya maupun yang dilekati sesuatu hak menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), tidak menjelaskan pengertian yang 
jelas menganai apa yang dimaksud dengan tanah, hanya saja dari bunyi Pasal 4 Ayat 
(1) UUPA yang menyatakan “atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan 
bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tanah dalam pengertian 
yuridis adalah permukaan bumi. Oleh karena itu, hak atas tanah pada asasnya adalah 
                                                  
47 Setiabudi, Jayadi, Pedoman Pengurusan Surat Tanah Dan Rumah Beserta Perizinannya, 
Yogyakarta: Buku Pintar, 2015, hlm. 19 
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hak atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang 
dan lebar.48 
Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian 
wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat 
sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Sesuatu yang boleh, wajib atau 
dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 
kriteria atau tolak ukur di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam 
Hukum Tanah.49 
2. Macam-macam Hak Atas Tanah 
Macam-macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA, dari macam-
macam hak atas tanah tersebut, ada hak yang wajib daftar, ada hak yang tidak perlu 
didaftarakan. Adapun hak yang wajib daftar adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan dan terakhir adalah Hak Pakai.  
Meskipun dalam UUPA, Hak Pakai tidak termasuk hak yang wajib 
didaftarkan, akan tetapi kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 
Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana sudah diganti dengan Peraturan 
Pemerintah No 24 Tahun 1997, hak pakai termasuk sebagai obyek pendaftaran 
tanah, jadi harus didaftarakan.50 
a. Hak Milik 
                                                  
48 Wibawanti, Erna Sri & Murjiyanto,R., Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Yogyakarta: 
Liberty, 2013, hlm. 35 
49  Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 24. 
50 Wibawanti, Erna Sri & Murjiyanto,R., Op Cit., hlm. 46-47. 
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Hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-temurun, 
terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat 
ketentuan dalam Pasal 6 UUPA yaitu, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi 
sosial”. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
Hak milik dapat beralih karena adanya peristiwa hukum, sehingga hak 
milik tersebut akan serta merta beralih dengan sendirinya. Misalnya adalah 
kegiatan jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat, dan lain 
sebagainya. Hak milik harus dialihkan dengan formalitas-formalitas tertentu dan 
hak milik atas tanah juga dapat diadikan sebagai jaminan utang. Terjadinya hak 
milik dikarenakan oleh 3 (tiga) hal, yaitu: 
1) Hak milik terjadi karena ketentuan-ketentuan hukum adat. Maksudnya 
adalah hak milik telah terjadi menurut hukum adat setempat yang telah 
menetapkan syarat-syarat terjadinya hak milik di dalam hukum adat yang 
dianut. 
2) Hak milik terjadi karena penetapan pemerintah. Artinya adalah hak milik 
memang ditetapkan oleh pemerintah kepada perorangan maupun badan-
badan hukum tertentu sebagai pemegang hak milik. Syarat hak milik yang 
ditetapkan oleh pemerintah adalah tanah tersebut merupakan tanah negara. 
3) Hak milik terjadi karena ketentuan undang-undang. 
Hapusnya hak milik disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu: 
1) Tanahnya jatuh kepada negara, hal ini meliputi: 
a) Karena pencabutan hak untuk kepentingan umum. 
b) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya kepada negara. 
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c) Hak milik tanah menjadi milik negara karena tanah tersebut 
ditelantarkan. Hak milik tersebut tidak dipergunakan sebagaimana 
mestinya dalam hal penggunaan dan peruntukannya. 
d) Karena ketentuan UUPA Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2), yang 
mana dalam Pasal 21 ayat (3) di jelaskan bahwa “Orang asing yang 
sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena 
pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, 
demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan 
setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegarannya, 
wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut hilang karena hukum dan tanahnya jatuh 
pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung”. 
Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap jual-beli, 
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga 
negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang 
ditetapkan Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat (2), adalah batal 
karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, 
bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta 
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semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dituntut 
kembali”. 
2) Hak milik atas tanah menjadi hilang atau putus karena tanah tersebut 
musnah. Artinya, secara fisik tanah tersebut sudah tidak ada lagi dan/atau 
tanah menjadi musnah karena terjadinya bencana alam. 
b. Hak Guna Usaha 
Menurut Pasal 28 ayat (1) UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk 
mengusahkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan, pertanian, perikanan, 
atau peternakan. Jangka waktu untuk suatu hak guna usaha diberikan waktu 
paling lama adalah selama 25 tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 
(1) UUPA. 
Hak guna usaha tersebut diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 
adalah 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya mencapai 25 hektar atau 
lebih, maka harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan 
yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Pada prinsipnya, hak guna 
usaha (HGU) hanya dapa diberikan kepada warga negara Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak 
guna usaha namun tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut 
dalam ayat (1) Pasal 29, yaitu sebagai warga negara Indonesia, maka dalam 
jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha 
tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini juga berlaku 
terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha. Jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut, maka hak tersebut dapat dialihkan. 
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Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan 
dalam jangka waktu tersebut, maka hak tersebut, maka hak tersebut akan hapus 
karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan 
menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Hal itu disebabkan oleh hak guna usaha dapat terjadi hanya karena penetapan 
dari pemerintah.  
Hak guna usaha juga dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan 
dibebani hak tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-
undang Pokok Agraria. Hak guna usaha hilang karena beberapa hal, yang 
diantaranya adalah: 
1) Hak guna usaha dapat hilang karena jangka waktunya telah berakhir. 
2) Hak guna usaha dapat hilang karena telah dihentikan sebelum jangka 
waktunya berakhir, yang disebabkan oleh adanya sesuatu syarat yang tidak 
dipenuhi. 
3) Hak guna usaha hilang karena dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum 
jangka waktunya berakhir. 
4) Hak guna usaha hilang karena haknya telah dicabut untuk kepentingan 
umum. 
5) Hak guna usaha hilang karena ditelantarkan. 
6) Hak guna usaha dapat hilang karena tanahnya musnah. 
7) Hak guna usaha hilang karena ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) yang 
menjelaskan bahwa “Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna 
usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara Indonesia 
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dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu 
kepada pihak lain yang memenuhi syarat”. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna 
usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang 
bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, 
maka hak itu hilang karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain 
akan dipindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
c. Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan merupakan suatu hak yang digunakan untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri 
dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Hak guna bangunan dapat dialihkan 
dan dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Hak guna bangunan diajukan atas 
permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan 
bangunan-bangunannya. Jangka waktu paling lama 30 tahun sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 35 ayat (1). Hak guna bangunan dapat diperpanjang 
dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain dan yang dapat mempunyai hak guna bangunan 
adalah warga negara Indonesia serta badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. 
Selanjutnya, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna 
bangunan akan tetapi mereka bukan warga negara Indonesia, maka dalam 
jangka waktu 1 tahun orang atau badan hukum tersebut wajib melepaskan atau 
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mengalihkan hak guna bangunan itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga kepada pihak yang memperoleh HGB, jika orang 
atau badan hukum tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna 
bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan, maka hak itu akan hilang karena hukum, dengan 
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan menurut ketentuan 
bahwa hak-hak pihak lain akan dipindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
Pendaftaran hak guna bangunan merupakan suatu alat pembuktian yang 
kuat mengenai hilangnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak 
tersebut, kecuali dalam hal hak itu hilang karena jangka waktunya berakhir. Hak 
Guna Bangunan (HGB), termasuk syarat-syarat pemberianya, serta pemberian 
surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, 
sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPA.  
1) Hak guna bangunan terjadi karena adanya penetapan pemerintah. Artinya, 
apabila hak guna bangunan ini berdiri di atas tanah milik orang lain atau 
HGB ini adalah milik negara. 
2) Hak guna bangunan terjadi karena perjanjian. Pemegang hak guna bangunan 
adalah warga negara Indonesia (WNI) yang berkewarganegaraan Indonesia 
dan berkedudukan di Indonesia. 
HGB dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUPA, HGB akan berakhir apabila: 
1) Jangka waktunya telah berakhir. 
2) Hak guna bangunan tersebut dihentikan sebelum jangka waktunya habis. 
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3) Hak guna bangunan itu dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktunya berakhir. 
4) Hak guna bangunan tersebut dicabut untuk kepentingan umum. 
5) Hak guna bangunan ditelantarakan oleh pemilik haknya. 
6) Hak guna bangunan berakhir karena tanahnya musnah, artinya secara fisik 
tanah tersebut hilang karena bencana alam. 
7) Hak guna bangunan berakhir karena pemegang hak sudah tidak lagi menjadi 
warga negara Indonesia. 
d. Hak Pakai 
UUPA di dalam Pasal 41 ayat (1) menjelaskan hak pakai adalah hak 
untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 
oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 
kewajiban yang ditentukan dalam kepetusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikan atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, yang 
bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. 
Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari 
tanah negara ataupun tanah milik orang lain yang telah memberikan wewenang 
dan kewajiban yang di tentukan di dalam keputusan pemberian. Hak pakai 
dalam pemberiannya tidak boleh disertai dengan syarat-syarat yang 
mengandung unsur-unsur pemerasan. Hak pakai tersebut dapat diberikan selama 
jangka waktu tertentu atau selama tanahnya masih dipergunakan untuk 
kepentingan tertentu dan diberikan secara cuma-cuma, dengan pembayaran atau 
pemberian jasa berupa apapun. 
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Hak pakai hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang 
mempunyai perwakilan di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 42 
UUPA. Hak pakai atas suatu kepemilikan tanah hanya dapat dialihkan kepada 
pihak lain, apabila hal tersebut dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan. Selanjutnya, mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, 
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin dari pejabat 
yang berwenang untuk melakukan pengalihan hak. Hilangnya hak pakai antara 
lain adalah karena alasan sebagai berikut : 
1) Jangka waktunya berakhir. 
2) Hak tersebut diberhentikan sebelum jangka waktu habis, hak pakai itu 
berakhir karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak. 
3) Hak pakai tersebut dilepaskan oleh pemegang haknya. 
4) Hak tersebut dicabut untuk kepentingan umum. 
5) Hak pakai hilang karena tanah ditelantarkan oleh pemegang hak. 
6) Tanahnya musnah, artinya secara fisik tanah hilang karena bencana alam.51 
e. Hak Sewa (Untuk Bangunan) 
Hak sewa yang dimaksud dalam Pasal 16 e UUPA adalah hak sewa 
untuk bangunan, bukan hak sewa tanah pertanian, sebab hak sewa tanah 
pertanian masuk sebagai hak yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam 
Pasal 53 UUPA. Pasal 44 dan Pasal 45. Pasal 44 ayat (1) menyatakan 
                                                  
51 Dewi, Eli Wuria, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya, 
Yogyakarta: Buku Pintar, 2014, hlm. 22-32 
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“Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia 
berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan 
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sabagai sewa.” 
Hak sewa (untuk bangunan) berbeda dengan hak sewa (atas bangunan), 
meskipun kedua-duanya sama-sama perbuatan hukum sewa menyewa, akan 
tetapi obyeknya berbeda. Hak sewa (untuk bangunan) obyek perbuatan hukum 
sewa menyewa adalah tanahnya. Tanah disewa dalam keadaan kosong yang 
nanti di atasnya akan didirikan bangunan. Menurut hukum, bangunan tersebut 
menjadi milik penyewa, kecuali diperjanjikan lain. 
Sedangkan hak sewa obyeknya adalah bangunannya, orang menyewa 
bangunan di atas sebidang tanah milik orang lain, jadi obyek perbuatan hukum 
sewa menyewa adalah bangunannya, bukan tanahnya. Hak Sewa ini adalah 
menyangkut hak atas tanah bukan bangunannya. Jadi Hak Sewa untuk 
Bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain dengan 
membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang 
disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa.52 
3. Pencabutan Hak Atas Tanah 
Landasan yuridis yang menjadi dasar hukum mengenai pencabutan hak atas 
tanah terdapat di dalam Pasal 18 UUPA yang menjelaskan bahwa “Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan 
                                                  
52 Wibawanti, Erna Sri dan Murjiyanto, R., Op Cit, hlm. 90-91 
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bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti 
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”  
Inti dari isi Pasal 18 UUPA tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Bahwa untuk kepentingan umum, bangsa, dan negara hak atas dapat dicabut 
dengan cara memberikan ganti rugi yang layak, yang mana peraturan 
pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1961. Intinya 
adalah pengambilan tanah secara paksa oleh negara, sesuai ketentuan Pasal 6 
UUPA, pendaftaran tanah harus berfungsi sosial untuk kepentingan umum. 
b. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa uang, tanah, dan/atau fasilitas. 
c. Pembebasan tanah intinya adalah pengambilan tanah tetapi tidak secara paksa, 
melainkan secara sukarela. Artinya ketika akan memberikan besarnya ganti rugi 
harus berdasarkan dengan kegiatan musyawarah. 
d. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 menjelaskan bahwa kepentingan 
negara, kepentingan bangsa, dan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, 
dikatakan sebagai kepentingan umum jika yang menjadi operatornya adalah 
negara dan proyek tersebut bersifat mencari keuntungan.53 
Tata Cara Pencabutan Hak: 
a. Dalam rangka peneyelesaian melalui Pencabutan Hak sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 27, Presiden mengusulkan kepada Menteri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional untuk dibentuk Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. 
                                                  
53 Dewi, Elia Wuria, Op Cit, hlm. 33-34 
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b. Setelah Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menetapkan 
besarnya ganti kerugian terhadap tanah dan/atau benda-benda yang haknya akan 
dicabut. Gubenur menyampaikan usul Kepada Menteri Negeri untuk dilakukan 
pencabutan hak tersebut dengan melampirkan ganti kerugian sesuaikan (Pasal 
39 ayat 1). 
c. Usul Parlemen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dipersiapkan oleh Kepala 
Kantor Wilayah BPN Provinsi bersama Instansi Pemerintah yang memerlukan 
tanah (Pasal 39 ayat 2). 
d. Tembusan usul pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 
disampaikan kepada pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non 
Departemen Instansi yang membutuhkan instansi pemerintah yang perlu tanah 
dan Menteri Kehakiman (Ayat 3). 
e. Tata cara Pencabutan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 
dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961. 
f. Dalam keadaan yang sangat mendesak memerlukan Penguasaan Tanah atau 
benda-benda terkait tanah yang bersangkutan dengan segera. Presiden dapat 
menyampaikan usul kepada Menteri Agraria/Kepala BPN, melalui Mendagri 
untuk dilakukan acara pencabutan hak secara khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.54 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Dasar Hukum Pembatalan Jual Beli Tanah  
Pembuatan akta jual beli tanah sebelum dibuat oleh dan dihadapan PPAT 
yang berwenang terlebih dahulu para pihak membuat suatu perikatan jual beli yang 
berisi janji-janji para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu jual beli 
tanah. Perikatan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang muncul sebagai 
suatu kebutuhan hukum dari masyarakat. 
Kasus perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Slw, berawal dari adanya 
perjanjian jual beli pada hari Senin, 24 Agustus 2015 antara Penggugat dan Hj. 
Rugayah (almarhumah) yang didampingi anaknya yang bernama Soleh Bin H. Said 
(Tergugat I) berupa 5 (lima) bidang tanah kavling seluas lebih kurang 800 m² (@ 
160 m²) yang merupakan bagian dari SHM Nomor 3588 atas nama H. Said Bin Wata 
terletak di RT 13 RW 03 Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten 
Tegal. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli yang 
ditandatangani Penggugat dan Hj. Rugayah berikut dengan saksi saksi Soleh, 
Herman serta R. Erwin Prabowo. Penggugat telah melakukan pembayaran lunas 
pembelian 5 (lima) bidang tanah kavling tersebut sebesar Rp. 162.500.000,00 
(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Hj. Rugayah.  
Suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai dengan kesepakatan para 
pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang berakibat suatu 
perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal ini juga terjadi 
pada kasus perkara ini, Penggugat menganggap bahwa bidang tanah kavling yang 
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dijual Hj. Rugayah dan Tergugat I kepada Penggugat pada hakikatnya adalah masih 
atas nama H. Said Bin Wata sehingga bukan milik Hj. Rugayah namun berarti milik 
seluruh ahli waris dari H. Said Bin Wata, sehingga Hj. Rugayah telah melakukan 
Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual harta yang merupakan harta 
warisan bersama. Anggapan Penggugat diperjelas setelah akan dilakukan 
pengambilan 5 (lima) bidang tanah kavling berikut pengurusan bukti kepemilikan 
tanah tersebut, Hj. Rugayah tidak bisa menyerahkan sertifikat dengan alasan bahwa 
Sertifikat berada dan dikuasai oleh Tergugat III dan sedang berproses di Pengadilan 
Agama dalam rangka gugatan sertipikat tanah tersebut dan tanah lainnya yang 
dalam penguasaan Tergugat III yaitu Latipah Bin H. Said. 
Atas dasar terebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan 
Negeri Slawi agar menyatakan perjanjian jual beli tertanggal 24 Agustus 2015 
adalah batal dan Hj. Rugayah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada 
Penggugat atas surat perjanjian jual beli tanggal 24 Agustus 2015 yang merugikan 
Penggugat. 
Menurut Tergugat I dalam jawabannya menyangkal, yang pada pokoknya 
bahwa tanah kavling yang dijual oleh Hj. Rugayah sepenuhnya milik Hj. Rugayah 
sebagai harta gono-gini dengan suaminya H. Said Bin Wata yang telah meninggal 
pada tahun 2007 sehingga dengan demikian Hj. Rugayah berhak untuk menjual 
tanah tersebut dan mengenai sertifikat dimaksud karena Hj. Rugayah telah 
meninggal maka sebagai tindak lanjut proses jual beli yang dilakukan semasa 
hidupnya dengan Penggugat, maka sebagai bentuk pertanggungjawban ahli waris 
Hj. Rugayah semua telah bersedia membantu proses pensertifikatan tanah yang 
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dibeli namun Tergugat III yang selalu menghalang-halangi pengurusan bukti 
kepemilikan tanah tersebut. 
Terhadap hal-hal yang disangkal oleh Tergugat II dalam jawabannya yang 
pada pokoknya adalah: 
1. Walaupun SHM Nomor 3588 tersebut masih atas nama H. Said Bin Wata yang 
telah meninggal pada tahun 2007 bukan berarti tanah tersebut bukan milik Hj. 
Rugayah karena tanah tersebut merupakan pembagian harta gono-gini dengan 
suaminya H. Said Bin Wata namun belum dibalik namakan menjadi atas nama 
Hj. Rugayah; 
2. Untuk proses pensertifikatan tanah yang belum selesai maka sebagai ahli waris 
Hj. Rugayah Tergugat II telah bersedia untuk melanjutkan proses sertifikat tanah 
yang dimaksud. 
Berbeda dengan hal-hal yang disangkal oleh Tergugat III sampai dengan 
Tergugat XII dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah: 
1. Hj. Rugayah adalah orang yang tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan 
hukum seperti dalam perjanjian jual beli tersebut karena mengutip dari Salinan 
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Nomor 2804/Pdt.G/ 
2015/PA.Slw, Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 
15/Pdt.G/2017/PN.Slw dan Serta Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan 
Negeri Slawi Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Slw yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa Hj. Rugayah tidak cakap hukum dalam melakukan perjanjian jual beli 
karena telah mencapai usia di atas 90, buta huruf dan bisa dikatakan pikun;  
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2. Tanah yang menjadi obyek perjanjian jual beli antara Penggugat dan Hj. 
Rugayah merupakan tanah milik Hj. Rugayah yang diperoleh dari pembagian 
waris atas peninggalan H. Said Bin Wata;  
3. Tergugat III hanya mengamankan sertifikat-sertifikat tanah dan hal tersebut 
diketahui dan didukung oleh ahli waris lainnya seperti almarhum H. Muslichun 
Bin H. Said, Tergugat IV Wa’ayah Binti H. Said, dan Tergugat V Siti Kopsah 
Binti H. Said. 
Berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatakan 
setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan 
haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu 
peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga 
dalam perkara ini Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut.  
Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan perjanjian jual beli 
tertanggal 24 Agustus 2015 adalah batal, maka sebelumnya harus diperiksa 
keabsahan jual beli tersebut terlebih dahulu. Pasal 1457 BW menyebutkan Jual Beli 
adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang 
telah dijanjikan. 
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam bukti Surat 
Perjanjian Jual Beli Tanah, Hj. Rugayah pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 
menjual tanah sebanyak 5 (lima) kavling dengan harga tanah kavling masing-
masing Rp. 32.500.0000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas 
masing-masing tanah kavling adalah 8 x 20 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 
No. 3588 atas nama Haji Said Bin Wata dan Penggugat telah melakukan 
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pembayaran lunas kepada Hj. Rugayah sebesar Rp. 162.500.000,00 (seratus enam 
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan adanya kwitansi 
pembayaran. 
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut telah ditandatangani oleh 
Penggugat dan telah dibubuhi cap jempol oleh Hj. Rugayah sebagaimana 
diperlihatkan dalam video pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling antara 
Imam Bahaudin dengan Hj. Rugayah dan oleh saksi-saksi yaitu Soleh, Herman dan 
R. Erwin Prabowo. Karena jual beli adalah suatu perjanjian maka untuk sahnya, 
harus memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1320 BW yaitu: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Sah karena adanya kesepakatan antara 
Hj. Rugayah sebagai Pihak Pertama menjual 5 (lima) kavling tanah kepada 
Imam Bahaudin sebagai Pihak Kedua 
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan. Para pihak dalam keadaan cakap, bahwa 
berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan 
video pelaksanaan transaksi jual beli (CD rekaman pelaksanaan perjanjian jual 
beli) bahwa Hj. Rugayah masih mempunyai ingatan dan pendengaran yang baik 
serta dapat membubuhkan cap jempol pada surat perjanjian jual beli dengan 
bantuan dari orang lain sehingga dengan demikian Hj. Rugayah cakap menurut 
hukum. 
3. Suatu hal tertentu. Hal/sesuatu yang diperjanjikan jelas yaitu tanah.  
4. Suatu sebab yang halal. Kausa yang diperjanjikan juga halal, yaitu jual beli.  
Syarat subyektif maupun obyektif mempunyai akibat yang berbeda apabila 
tidak dipenuhi, suatu perikatan yang tidak memenuhi syarat Subyektif akan 
mengakibatkan perikatan tersebut batal, sedangkan apabila yang tidak terpenuhi 
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adalah syarat obyektif maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, para pihak mengakui bahwa obyek 
sengketa adalah benar sebagaimana alamat dalam gugatan Penggugat. Jadi 
perjanjian jual beli tersebut adalah sah, karena perjanjian tersebut sah, maka para 
pihak harus mentaati isi kedua perjanjian tersebut (Pasal 1338 BW).  
Namun ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa 
“syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, 
andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Salah satu syarat yang 
penting dalam perjanjian timbal-balik adalah ingkar janji. Pasal 1266 KUH Perdata 
disebutkan bahwa “ingkar janji adalah syarat batal”. Syarat batal dianggap selalu 
ada dalam perjanjian timbal-balik. Jika syarat batal itu terjadi, perjanjian tidak batal 
dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan itu 
juga harus dilakukan walaupun ingkar janji sebagai syarat batal dicantumkan di 
dalam perjanjian. 
Pada kasus perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, Penggugat telah 
melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran secara lunas atas 5 
(lima) bidang tanah kavling kepada Hj. Rugayah seharga Rp. 162.500.000,00 
(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka sudah sepatutnya 
Penggugat dapat menguasai tanah yang merupakan bagian dari SHM Nomor: 3588 
(bukti P-3) namun hingga saat ini belum ada penyerahan sertifikat sehingga 
Penggugat tidak dapat menguasai tanah yang sudah dibelinya tersebut. 
Berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa SHM Nomor: 3588 atas 
nama H. Said Bin Wata berada dalam penguasaaan Tergugat III yang merupakan 
anak dari Hj. Rugayah dan untuk mendapatkan haknya Penggugat telah berusaha 
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meminta sertifikat tersebut kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali namun 
Tergugat III tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan hingga 
Hj. Rugayah telah meninggal dunia pada tahun 2018 Penggugat juga tidak 
mendapatkan sertifikat tersebut. Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban dan 
dupliknya menyatakan bahwa sudah bersedia untuk mengurus proses sertifikat 
tersebut namun hingga saat ini juga belum dapat menyerahkan sertfikat tersebut 
kepada Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini 
Hj. Rugayah tidak dapat memenuhi kewajibannya menyebabkan batalnya perjanjian 
jual beli tersebut. 
Akta Perjanjian Jual Beli sebenarnya merupakan akta otentik yang tidak 
akan disengketakan apabila salah satu pihak tidak merasa keberatan atau dirugikan, 
tetapi dengan adanya beberapa isi akta Perjanjian Jual Beli di atas, bisa saja muncul 
sengketa yang dipermasalahan oleh salah satu pihak. Maka menurut penulis 
perumusan jangka waktu pemenuhan hak dan kewajiban di dalam akta menjadi 
sangat penting dan harus terinci dengan tepat. Perumusan jangka waktu di dalam 
akta Perjanjian Jual Beli juga berkaitan dengan sanksi-sanksi apabila perjanjian 
pengikatan tersebut dilanggar oleh para pihak. Kedua klausul tersebut dapat 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak setelah menghadap Notaris.  
Perumusan jangka waktu di dalam akta disebutkan mengenai kapan pembeli 
akan melunasi dengan jangka waktu yang telah tertulis di dalam akta, dan juga 
mengenai waktu kelengkapan persyaratan yang harus dilengkapi sebelum akta 
Perjanjian Jual Beli (PPJB) dibuat. Apabila jangka waktu pemenuhan hak dan 
kewajibannya telah terpenuhi maka berakhirnya perjanjian juga akan secara 
otomatis akan terlaksana. Atau sebaliknya mengenai kapan penjual akan 
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menyerahkan hak milik atas tanah yang diperjualbelikan dengan jangka waktu yang 
tertulis dalam akta. Apabila jangka waktu penyerahan hak tidak terpenuhi maka 
penjual harus mengembalikan uang pembeli besarta ganti ruginya. Dengan 
demikian para pihak dapat merasa aman dan tidak ragu untuk dibuatkan akta 
Perjanjian Jual Beli di hadapan Notaris. Selain kedua klausul yang harus ditetapkan 
terdapat pula sanksi bagi para pihak yang melanggar perjanjian, di dalam akta 
Perjanjian Jual Beli disebutkan dengan jelas mengenai sanksi bagi para pihak 
apabila melakukan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.  
Beralihnya hak milik atas benda yang dijual hanya terjadi jika telah 
dilakukan penyerahan (levering). Penyerahan dalam jual beli itu ialah suatu 
pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan (macht) dan kepunyaan 
(bezit) pembeli. Jika benda yang dijual itu berupa suatu barang tertentu, apabila para 
pihak tidak menentukan lain, maka barang ini sejak saat pembelian itu terjadi 
merupakan tanggungan pembeli, walaupun penyerahanya belum dilakukan, dan 
penjual dapat (berhak untuk) menuntut harganya. Demikian bunyi Pasal 1460 KUH 
Perdata yang menurut para ahli merupakan pasal mati. Kewajiban utama dari 
penjual terhadap pembeli, yaitu: 
1. Kewajiban Menyerahkan Hak Milik Atas Barang Yang Diperjualbelikan.  
Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang 
menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang 
diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli, oleh karena KUH Perdata 
mengenal tiga macam barang, yaitu barang bergerak, barang tetap, dan barang-
barang tak bertubuh (dengan mana dimaksud piutang, penagihan atau claim), 
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maka menurut KUH Perdata juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang 
masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu.  
Penyerahan itu menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah menyerahkan 
barang yang telah dijualnya ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. 
Penyerahan disini adalah dalam arti penyerahan barang yang dijual ke dalam 
kekuasaan pembeli. Pada dasarnya ongkos penyerahan barang yang ditentukan 
Pasal 1476 KUH Perdata oleh penjual dan ongkos untuk datang mengambil 
barang ditanggung oleh pembeli.  
Namun demikian, mengingat ketentuan tersebut bersifat pelengkap, 
maka para pihak dapat mengatur lain di luar ketentuan Pasal 1476 KUH Perdata 
tersebut, misalnya para pihak dapat memperjanjikan atau memberikan 
kesepakatan bersama bahwa ongkos penyerahan barang ditanggung oleh pihak 
pembeli. Adapun mengenai biaya Akta Jual Beli (AJB) dan lain-lain biaya 
tambahan menurut ketentuan Pasal 1466 KUH Perdata, kecuali tidak 
diperjanjikan sebaliknya ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya berkaitan 
dengan tempat penyerahan barang, Pasal 1477 KUH Perdata menentukan bahwa 
jika tidak dilakukan di tempat barang terjual pada waktu penjualan dilakukan. 
Ketentuan ini juga bersifat pelengkap, sehingga dapat diatur lain oleh para 
pihak.  
2. Menanggung/Menjamin Kenikmatan Tentram Atas Barang Tersebut dan 
Menanggung Terhadap Cacat yang Tersembunyi. 
Selain memiliki kewajiban melakukan penyerahan, penjual juga 
memiliki kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat 
tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan 
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konsekuensi dari pada jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa 
barang yang dijual dan dilever itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri 
yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari semua pihak.Kewajiban 
tersebut merupakan realisasinya dalam kewajiban untuk memberikan 
penggantian kerugian jika sampai terjadi pembeli karena suatu gugatan dari 
pihak ketiga, dengan putusan hakim dihukum untuk menyerahkan barang yang 
telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut. 
Seorang pembeli yang dianggap dalam bezit-nya karena munculya pihak 
ketiga yang menyatakan bahwa dia adalah pemilik yang sesungguhnya tersebut, 
pembeli dapat menuntut penjual berdasarkan kewajibannya untuk menjamin 
penguasaan yang aman dan damai. Penjual harus menjamin agar pembeli dapat 
terhindar dari permasalahan.Penjual harus menjamin pembeli dapat menguasai 
barang yang dibelinya secara aman dan damai dan harus menjamin bahwa 
barang dijualnya tersebut tidak cacat tersembunyi.  
Gangguan tentang cacat tersembunyi terjadi antara pembeli dan penjual 
dan merupakan bagian dari tuntutan mengenai kesesatan atau dari tuntutan 
karena cidera janji dua jaminan tersebut memiliki persamaan, yaitu keduanya 
menjadi sebab kewajiban memberikan ganti rugi pembatalan perjanjian dengan 
ganti rugi.55  
Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan 
di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus berupa 
uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal undang-
                                                  
55 Ridwan, Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta: FH UII Press, 2016, hlm. 84. 
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undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk di dalam pengertian jual beli. 
Oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah 
perjanjiannya menjadi tukar menukar atau kalau harga itu berupa suatu jasa, 
perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja dan begitu seterusnya. Apabila 
pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut 
pembatalan perjanjian sebagai mana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan 
perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barangnya.56  
Berdasarkan analisis penulis pada kasus perkara nomor 21/Pdt.G/2019/ 
PN.Slw, dasar hukum hakim dalam memutuskan pembatalan jual beli tanah pada 
perjanjian jual beli pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw yaitu didasarkan 
pada Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya. Hal ini terbukti dengan SHM Nomor: 3588 atas nama H. 
Said Bin Wata berada dalam penguasaaan Tergugat III yang merupakan anak dari 
Hj. Rugayah dan untuk mendapatkan haknya Penggugat telah berusaha meminta 
sertifikat tersebut kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat III 
tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada Penggugat dan hingga Hj. Rugayah 
telah meninggal dunia pada tahun 2018 Penggugat juga tidak mendapatkan sertifikat 
tersebut. 
B. Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah  
                                                  
56 Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 
133. 
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Perjanjian perikatan jual beli merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak 
lepas dari timbulnya permasalahan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Bentuk 
permasalahan tersebut adalah wanprestasi. Akibat dari adanya permasalahan 
tersebut yaitu timbulnya kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kerugian itu harus 
diganti oleh pihak-pihak yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian 
tersebut. 
Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk 
melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya 
tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, 
pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi tidak seketika 
dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Ganti rugi 
sering dirinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga. 
1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah 
dikeluarkan oleh satu pihak.  
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang 
diakibatkan oleh kelalaian si debitur.  
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah 
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.57  
Code Civil memperinci ganti rugi itu dalam dua unsur, yaitu dommages et 
interests. Dommages meliputi biaya dan rugi seperti dimaksudkan di atas, 
sedangkan interestadalah sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan. 
Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh undang-undang diberikan ketentuan-
                                                  
57 Dewi, Retno Puspo. Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akibat Wanprestasi, 
Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2 Juli - Desember 2017, hlm. 149. 
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ketentuan yang merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti 
rugi. Pasal 1247 KUHPer menentukan “Si berutang hanya diwajibkan mengganti 
biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu 
perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan 
karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya”. 
Selanjutnya Pasal 1248 KUHPer menentukan “Bahkan jika hal tidak 
dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian 
biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang 
dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan 
akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”.  
Perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, dalam putusannya hakim 
menyatakan perjanjian jual beli tertanggal 24 Agustus 2015 adalah batal. Alasan 
pembatalan terebut yaitu Hj. Rugayah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yaitu 
belum ada penyerahan sertifikat sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah 
yang sudah dibelinya tersebut menyebabkan batalnya perjanjian jual beli tersebut. 
Akibat batalnya perjanjian jual beli tersebut Penggugat menginginkan uang 
yang telah diterima oleh Hj. Rugayah dikembalikan, karena jual beli yang terjadi 
tidak bisa terwujud, karena Hj. Rugayah tidak berhak menjual tanah objek sengketa 
Tersebut. Oleh karena Hj. Rugayah sudah meninggal dunia, maka sudah sepatutnya 
sesuai dengan pasal 1100 KUH Perdata para ahli warisnya yang memikul dan 
memenuhi kewajiban pengembalian uang yang telah diterima oleh Hj. Rugayah 
yaitu sebesar Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 
Pada kasus ini Penggugat selain meminta pengembalian pembayaran jual beli tetapi 
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juga meminta ganti rugi, karena telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum maka para 
Tergugat wajib memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga kepada Penggugat: 
 
1. Kerugian Materiil.  
Para Tergugat sudah sepatutnya mengembalikan uang milik penggugat 
sejumlah Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) 
hal ini tentunya mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil 
sejumlah Rp. 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). 
Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang 
telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah 
wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-
masing dari warisan itu.” Karena Hj. Rugayah telah meninggal pada tahun 2018 
maka secara otomatis harta peninggalan Hj. Rugayah akan turun kepada anak-
anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Rugayah yaitu Para Tergugat. 
Dengan demikian bagian harta Hj. Rugayah masih ada kewajiban Hj. Rugayah 
yang belum diselesaikan yaitu mengembalikan pembayaran jual beli tanah 
kepada penggugat sejumlah Rp 162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima 
ratus ribu rupiah), Para Tergugat sebagai ahli waris dari Hj. Rugayah 
berkewajiban untuk menanggung pembayaran hutang tersebut kepada 
Penggugat.  
2. Kerugian Bunga.  
Seandainya uang milik penggugat yang dibayarkan kepada Hj. Rugayah 
yang sekarang menjadi kewajiban para Tergugat sejumlah Rp. 162.500.000 
(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) disimpan di Bank milik 
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Negara (Bank Rakyat Indonesia) dengan suku bunga bank 6 % Per tahun atau 
0,5% per bulan terhitung mulai tahun 2015 (pelunasan Pembayaran) sampai Mei 
2019 (diajukan Gugatan) atau 45 (Empat puluh lima) Bulan, maka penggugat 
dapat menikmati bunga Bank: 45 x 0,5% x Rp. 162.500.000 = Rp. 36.562.500 
(tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah. 
Pasal 1250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Dalam perikatan yang 
hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, 
kerugian dan bunga yang akan timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, 
hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi 
berlakunya perundang-undangan khusus”. Sehubungan dengan pembayaran 
ganti rugi bunga sebesar Rp. 36.562.500 (tiga puluh enam juta lima ratus enam 
pupuh dua ribu lima ratus rupiah) yang diminta oleh Penggugat tidak 
berhubungan dengan keterlambatan pembayaran melainkan karena belum 
dilaksanakannya kewajiban Hj. Rugayah untuk menyerahkan sertifikat tanah 
yang sudah dibeli oleh Penggugat, maka dari itu terhadap ganti kerugian bunga 
tersebut sudah sepatutnya ditolak. Namun jika hal tersebut tertulis dalam klausa 
terkait penyerahan hak kepemilikan atas tanah dengan jangka waktu yang telah 
tertulis di dalam akta berikut sanksi bunga atas keterlambatannya, maka ganti 
rugi bunga tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim.  
3. Kerugian Immateriil.  
Atas Perbuatan Melawan Hukum Hj. Rugayah yang sekarang menjadi 
kewajiban para tergugat yang telah menjual barang harta warisan 
mengakibatkan kerugian Immateriil bagi penggugat, karena penggugat tidak 
dapat menikmati manfaat dari tanah maupun uang dimaksud, kerugian 
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immaterial penggugat tidaklah mudah diukur dengan jumlah uang. Namun 
untuk mendapatkan kepastian dan memudahkan pengadilan, maka penggugat 
menentukan kerugian Immateriil sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 
Rupiah). 
Sehubungan dengan kerugian immateriel sejumlah Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak dapat menjabarkan dan merinci 
kerugian tersebut dengan bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang 
relevan secara hukum, hal tersebut hanya di dasari oleh suatu perasaan yang 
dibuat sendiri oleh Penggugat, maka dari itu terhadap tuntutan ganti kerugian 
immateriil sudah sepatutnya ditolak. 
Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti rugi terdapat dalam 
peraturan mengenai bunga moratoir. Apabila prestasi itu berupa pembayaran 
sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu 
terlambat, adalah berupa interest, rente atau bunga. Perkataan “moratoir” berasal 
dari kata Latin “mora” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga moratoir 
berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau 
lalai membayar utangnya, ditetapkan sebesar 6 persen setahun. Juga bunga tersebut 
baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat 
gugatan. 
Ketika hal tersebut dikatakan sebagai kerugian maka penulis melihat belum 
adanya satu hal pun yang dapat dinikmati oleh si calon pembeli yaitu antara lain 
tanah yang menjadi obyek sengketa belum dikuasai dan dimanfaatkan oleh pembeli, 
sertipikat tanah sebagai obyek perjanjian tidak berada dalam kekuasaan calon 
pembeli, sehingga menurut penulis kurang tepat jika hal kerugian bunga menjadi 
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hal yang masuk pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan pemberian ganti 
rugi dalam kasus tersebut. 
Berdasarkan analisis penulis maka menurut penulis hakim sudah benar 
memutuskan akibat pembatalan perjanjian jual beli antara penggugat dengan Hj. 
Rugayah (almarhum) pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, yaitu Para 
Tergugat sudah sepatutnya mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp. 
162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) hal ini tentunya 
mengakibatkan penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 162.500.000 
(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai dengan ketentuan 
Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli waris yang telah bersedia 
menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-
beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” 
Karena Hj. Rugayah telah meninggal pada tahun 2018 maka secara otomatis harta 
peninggalan Hj. Rugayah akan turun kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang 
sah dari Hj. Rugayah yaitu Para Tergugat.  
Dengan mengatakan suatu perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena 
adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak 
berlaku. Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifat cacat tersebut 
dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang 
berbeda pula. Perbedaan utama mengenai kebatalan adalah batal demi hukum (van 
rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (vernietigbaar).58 Pada keadaan tertentu 
dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi batal demi hukum. Perbuatan hukum 
                                                  
58 Herlien Budiono, Kebatalan Di Bidang Kenotariatan, Makalah yang disampaikan pada Up 
Grading Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, tanggal 25-26 Januari 2006. 
 73 
tersebut oleh undang-undang tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya 
perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang mengandung cacat namun 
penentuan apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah atau batal tergantung pada 







Setelah Penulis melakukan pembahasan tentang dispensasi nikah di bawah 
umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Brebes, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Dasar hukum hakim dalam memutuskan pembatalan jual beli tanah pada 
perjanjian jual beli pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw didasarkan pada 
Pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak 
tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini terbukti dengan SHM Nomor: 3588 atas 
nama H. Said Bin Wata berada dalam penguasaaan Tergugat III yang 
merupakan anak dari Hj. Rugayah dan untuk mendapatkan haknya Penggugat 
telah berusaha meminta sertifikat tersebut kepada Tergugat III sebanyak 3 (tiga) 
kali namun Tergugat III tidak bersedia untuk menyerahkannya kepada 
Penggugat dan hingga Hj. Rugayah telah meninggal dunia pada tahun 2018 
Penggugat juga tidak mendapatkan sertifikat tersebut. 
2. Akibat pembatalan perjanjian jual beli antara penggugat dengan Hj. Rugayah 
(almarhum) pada perkara nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Slw, yaitu Para Tergugat 
sudah sepatutnya mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp. 
162.500.000 (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini sesuai 
dengan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Para ahli 
waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran 
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utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima 
masing-masing dari warisan itu.” Karena Hj. Rugayah telah meninggal pada 
tahun 2018 maka secara otomatis harta peninggalan Hj. Rugayah akan turun 
kepada anak-anaknya sebagai ahli waris yang sah dari Hj. Rugayah yaitu Para 
Tergugat. 
B. Saran 
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis 
hendak menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Para pihak dalam membuat akta Perjanjian Jual Beli dihadapan Notaris 
hendaknya harus benar-benar memahami klausul yang diperjanjikan, sehingga 
semua isi akta perjanjian tersebut benar-benar dapat diketahui dan dipahami 
oleh kedua belah pihak sehingga dapat diminimalisir hal-hal yang bersifat 
perbedaan pendapat dalam menafsirkan akta Perjanjian Jual Beli tersebut dan 
pada akhirnya perjanjian utama yaitu pembuatan Akta Jual Beli yang dibuat di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat terlaksana. 
2. Notaris dalam membuat akta Perjanjian Jual Beli hendaknya benar-benar 
memuat klausul-klausul yang jelas dan tegas yang mengatur hak dan kewajiban 
para pihak dalam perjanjian tersebut secara seimbang dan adil. Notaris wajib 
menjelaskan secara terperinci mengenai akibat hukum dari penandatanganan 
akta perjanjian pengikatan jual beli kepada para pihak karena setiap upaya 
melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak 
akan menerbitkan hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi dari 





Abdulkadir, Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 2010. 
Adije, Habib, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 
2008. 
Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 
Pengadilan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011. 
Badrulzaman, Mariam Darus, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 
Penjelasannya, Bandung: Alumni, 2003. 
 , KUH Perdata Buku III, Bandung: Alumni, 2006. 
Chomzah, Ali Achmad, Hukum Pertanahan Seri III Penyelesaian Sengketa Hak Atas 
Tanah dan Seri IV Penggadaan Tanah Untuk Instansi Pemerintah, Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2003. 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikthasar Indonesi Edisi Ketiga, 
Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 
Dewi, Eli Wuria, Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya, 
Yogyakarta: Buku Pintar, 2014. 
Fuady, Munir, Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory), Jakarta: Kencana 
Prenadamedia Group, 2014. 
Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, 2003. 
Komariah, Hukum Perdata, Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhamadiyah, 2008. 
Miru, Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2007. 
 , Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000. 
Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2014. 
Rahardjo, Handri, Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit, Yogyakarta: Pustaka 
Yustisia, 2003. 
 77 
 , Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009. 
Ridwan, Khairandy, Perjanjian Jual Beli, Yogyakarta: FH UII Press, 2016. 
Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2003. 
 , Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 
2008. 
Setiabudi, Jayadi, Pedoman Pengurusan Surat Tanah Dan Rumah Beserta 
Perizinannya, Yogyakarta: Buku Pintar, 2015. 
Silondae, Arus Akbar & Ilyas, Wirawan B., Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Jakarta: 
Salemba Empat, 2011. 
Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013. 
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2008. 
Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2003. 
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rincka Cipta, 2007. 
Sutedi, Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, 
2007. 
Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. 
Tauhid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan 
Kemakmuran Rakyat Indonesia, Yogyakarta: STPN Press, 2009. 
Wibawanti, Erna Sri & Murjiyanto,R., Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Yogyakarta: 
Liberty, 2013. 





Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 




Jurnal, Artikel, Makalah, Internet:  
Budiono, Herlien, Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak. Artikel Majalah Renvoi, Edisi 
Tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004. 
Dananjaya, Nyoman Satyayudha, Pembatalan Sertipikat Hak Milik dan Akibat 
Hukumnya Terhadap Akta Jual Beli, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1. 2016 
September 2016. 
Dewi, Retno Puspo. Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akibat 
Wanprestasi, Jurnal Repertorium, Vol. IV, No. 2 Juli - Desember 2017. 
Herlien Budiono, Kebatalan Di Bidang Kenotariatan, Makalah yang disampaikan pada 
Up Grading Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, tanggal 25-
26 Januari 2006. 
http://tidakdijual.com/content/pengertian-syarat-formal-dan-material-badan-hukum. 
(10 Oktober 2019). 
 
 
